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If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. 

— Albert Einstein 
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13.1 Pendahuluan 

Akuntansi keuangan sektor publik untuk instansi pemerintah memiliki 

pencatatan unik. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pengakuan berbasis kas digunakan 

untuk transaksi yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran (LRA), sedangkan 

pengakuan berbasis akrual digunakan untuk transaksi yang berhubungan 

dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan operasional (LO). 

Sekali transaksi bisa jadi akan melibatkan dua kali pencatatan, yaitu 

penjurnalan pada LRA dan LO. Hal ini ditentukan oleh jenis transaksinya. 

Jika transaksi tersebut melibatkan realisasi anggaran pada sebuah 

instansi, baik kas masuk maupun keluar, maka transaksi tersebut pasti 

akan dicatat pada LRA. Jika tidak berhubungan dengan realisasi 

anggaran, maka cukup dicatat pada LO saja. 

Penerapan pencatatan akuntansi unik ini karena pengelolaan 

keuangan pada instansi pemerintahan menurut Permendagri nomor 21 

tahun 2011 dimulai dari perencanaan. Perencanaan ini secara singkat 

adalah proses menentukan: (1) berapa biaya atas rencana-rencana yang 

dibuat dan (2) berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang 

untuk mendanai rencana nomor 1 (Mardiasmo, 2018). Perbandingan 

antara anggaran dan realisasi sumber daya keuangan pemerintah pusat 

dan daerah tertuang pada LRA. Struktur anggaran pemerintah pusat dan 

daerah disusun berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011, sehingga 

dibutuhkan penyesuaian atau konversi pos pendapatan dan belanja sesuai 

PP nomor 71 tahun 2010. Ini dikarenakan dasar pencatatan dan 

penyusunan laporan keuangan instansi pemerintahan pusat dan daerah 

adalah Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang berlaku saat ini ada pada Lampiran PP nomor 71 

tahun 2010. Peraturan-peraturan ini dapat diunduh secara gratis untuk 

dipelajari lebih lanjut secara mandiri. 

Fokus bab ini adalah membahas akuntansi pemerintah daerah. 

Siklus pencatatan keuangan pada pemerintahan daerah dimulai dengan 

adanya bukti memorial, surat tanda setoran, setoran perintah pencairan 

dana langsung (SP2D-LS) dan diakhiri dengan pembuatan laporan 

keuangan (Erlina et al., 2020). Berikut akan dibahas cara pengakuan, 

perhitungan, dan pencatatan untuk transaksi yang lazim terjadi pada 
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instansi pemerintah, beserta laporan keuangan instansi pemerintah 

daerah. 

13.2 Akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah 

Pendapatan pada pemerintahan daerah dapat diklasifikasikan secara 

singkat pada Tabel 13.1. Perbedaan klasifikasi terjadi karena dasar aturan 

penyusunan anggaran berbeda dengan aturan pelaporan. 

Tabel 13.1 Klasifikasi pendapatan pemerintah daerah 

 

Pendapatan-LRA diakui ketika pendapatan tersebut diterima di 

rekening umum negara atau daerah secara tunai. Pendapatan-LO diakui 

saat timbul hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya 

ekonomi. Kedua jenis pendapatan tersebut sama-sama mengukur 

pendapatan berdasarkan pendapatan bruto, kecuali tidak dapat diestimasi 

atau dianggarkan sebelumnya. Contoh kasus dan pencatatannya adalah 

sebagai berikut: 
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Pada tanggal 5 Mei 2022, Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah 
Kota M menerima pajak hotel sebesar Rp.10.000.000,-. 

 

Dapat kita lihat jurnal untuk LO dan LRA sebenarnya mirip. 

Pendapatan dibedakan dengan keterangan LO dan LRA, sedangkan akun 

“Kas” untuk LRA adalah “Estimasi Perubahan SAL”. 

13.3 Akuntansi belanja dan beban pada pemerintah daerah 

Belanja merupakan istilah dalam LRA, sedangkan beban dipakai dalam 

LO. Klasifikasi ringkas pada pemerintahan daerah dapat diklasifikasikan 

secara singkat pada Tabel 13.2. Perbedaan klasifikasi terjadi karena dasar 

aturan penyusunan anggaran berbeda dengan aturan pelaporan. 

Belanja-LRA diakui saat terjadi pengeluaran dari rekening kas 

umum daerah, sedangkan beban-LO diakui saat kewajiban muncul, ada 

konsumsi aset, serta ada penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

sebesar nilai wajar yang dibayarkan atau akan dibayarkan. Beban bunga, 

subsidi, hibah, bantuan sosial, penyisihan piutang, dan transfer diakui 

pada PPKD. Beban pegawai dan barang diakui pada SKPD. 

Pada tanggal 7 Mei 2022, bendahara pengeluaran membayar pembelian 
50 rim kertas F4 seharga Rp.2.812.500,-. Nilai ini termasuk PPN 11% dan 
PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. 

Pertama, harus kita hitung unsur PPN dan PPh pasal 22 dari 

nominal transaksi tersebut. Jika harga sebelum pajak diberi simbol Y, 

maka persamaan yang dapat dibuat adalah: 
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Tabel 13.2 Klasifikasi belanja dan beban pemerintah daerah 

 

Kedua, unsur PPN dan PPh yang harus dipungut harus dicari 

nominalnya. Ketiga, jurnal yang dibuat berturut-turut untuk pembayaran 

pembelian kertas itu sendiri, pemungutan pajak atas pembelian kertas, 

dan pembayaran bendahara ke negara atas pemungutan pajak. 
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Beberapa transaksi tidak memerlukan pemungutan pajak, misalnya 

pada transaksi pembayaran tagihan telepon, air, dan listrik. Contoh di atas 

untuk memberikan gambaran penuh tentang transaksi di pemerintah 

daerah beserta kewajiban memungut pajak. Nama akun untuk mengakui 

pengeluaran pada jurnal LO selalu memakai “Beban”, sedangkan pada 

LRA memakai “Belanja”. Prosedur pembayaran pada belanja pada SKPD 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) belanja uang persediaan (UP) atau 

pergantian uang (GU) atau tambahan uang (TU), (2) belanja langsung (LS) 

yang dikelompokkan menjadi belanja langsung gaji dan belanja langsung 

non gaji. 

13.4 Akuntansi pembiayaan pada pemerintah daerah 

Pembiayaan dicatat oleh PPKD. Pembiayaan terdiri dari penerimaan 

pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto, yang 

penjelasannya ada pada Tabel 13.3. Pembiayaan diukur sesuai nilai 

sekarang kas yang diterima atau akan diterima oleh nilai sekarang kas 
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yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan dengan menggunakan mata 

uang rupiah. Pencatatan pembiayaan dilakukan pada LO dan LRA. 

Tabel 13.3 Macam-macam pembiayaan pada pemerintah daerah 

 

Pada 11 Mei 2022, Pemerintah Kota M menerima pinjaman jangka 
panjang dari PD Bank Pasar Kota M sebesar Rp.500.000.000,-. 

 

13.5 Akuntansi persediaan pada pemerintah daerah 

Persediaan merupakan barang yang digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah dan proses produksi, barang dalam proses 

produksi dan barang untuk disimpan yang diperuntukkan bagi masyarakat. 

Persediaan diakui saat ada potensi manfaat ekonomi masa depan yang 

dapat diukur secara andal, atau pada saat hak kepemilikan diterima. 

Persediaan dinilai sebesar biaya perolehan atau biaya standar produksi 

atau nilai wajar. Metode pencatatan diperbolehkan menggunakan 

perpetual dan periodik dengan FIFO. Beban persediaan dicatat untuk LO, 

sedangkan LRA hanya menampung pencatatan ketika ada pembelian. 
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Pada 1 Mei 2022, persediaan pupuk di Diperta Kota M adalah 10 karung 
@Rp.100.000,-. Pada tanggal 15 Mei 2022 dibeli 20 karung 
@Rp.120.000,-. Pada 20 Mei 2022, 15 karung disalurkan kepada petani. 

 

Cara perhitungan beban persediaan: 

 

13.6 Akuntansi investasi pada pemerintah daerah 

Sesuai PSAP nomor 6, metode pencatatan investasi tergantung dari 

prosentase kepemilikan dan pengaruh yang dimiliki. Penjurnalan ada di 

PPKD. Investasi non permanen terdiri dari (1) pinjaman kepada BUMN, 

BUMD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, (2) investasi 

dalam obligasi atau surat utang negara (SUN), (3) proyek pembangunan, 

dan (4) penyertaan modal lainnya misalnya untuk upaya penyelamatan 

perekonomian. Investasi permanen terdiri dari: (1) penyertaan modal 

pemerintah daerah, dan (2) investasi permanen selain penyertaan modal.  
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Pada 19 Mei 2021, Pemerintah Kota M menginvestasikan dana di BUMD 
ABC sebesar Rp.35.000.000,- untuk kepemilikan 50%. Pada 31 Desember 
2021, BUMD ABC mengumumkan laba sebesar Rp.10.000.000,- dan 
membagikan deviden sebesar Rp.6.000.000,-.  

 

13.7 Akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah 

Jenis aset tetap yang dapat diakui dan cara pengukurannya terdapat pada 

Tabel 4. Penjurnalan saat perolehan aset tetap dilakukan dua kali, pada 

LO dan LRA. Ilustrasi jurnal mirip dengan bagian beban dan belanja. 

Transaksi aset tetap yang terjadi umumnya mengenai penambahan dan 

pengurangan nilai aset. 
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Tabel 13.4 Jenis aset tetap dan biaya perolehan 

 

13.8 Akuntansi dana cadangan pada pemerintah daerah 

Dana cadangan dibuat untuk memenuhi keperluan dengan dana besar 

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan 

dijurnal pada saat pembentukan dana cadangan dan saat pencairan 

sebesar nilai nominalnya oleh PPKD. Kedua kejadian tersebut dicatat 

pada LO dan LRA karena melibatkan aliran keluar-masuk kas. Berikut 

contoh kasus dana cadangan. 

Pada 6 Januari 2022, Pemerintah Kota M membuat dana cadangan 
sebesar Rp.1.000.000.000,-. 
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Pada 26 Mei 2022, dana cadangan Pemerintah Kota M dicairkan 
Rp.400.000.000,- untuk pembangunan pasar. 

 

Tabel 13.5 Klasifikasi dan cara mengukur aset lainnya pemerintah daerah 
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13.9 Akuntansi untuk aset lainnya pada pemerintah daerah 

Klasifikasi aset lainnya ada pada Tabel 13.5. Jurnal pengakuan adanya 

tagihan penjualan angsuran, ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, 

dan penghentian aset tetap hanya melibatkan LO, tanpa LRA karena tidak 

melibatkan aliran keluar-masuk kas. Sedangkan, jurnal perolehan aset tak 

berwujud secara tunai melibatkan LO dan LRA.  

13.10 Akuntansi kewajiban pada pemerintah daerah 

Kewajiban yang ada di pemerintah daerah sesuai Permendagri nomor 64 

tahun 2013 dapat diklasifikasikan pada Tabel 6. Kewajiban diakui pada 

saat pinjaman diterima atau terjadi transaksi, baik dengan atau tanpa 

pertukaran, yang berkaitan dan diakui oleh pemerintah. Pencatatan 

kewajiban terdiri saat timbulnya kewajiban dan pada saat pembayaran. 

Pencatatan pada saat timbul kewajiban tidak melibatkan LRA karena tidak 

berkaitan dengan kas keluar. 

Tabel 13.6 Klasifikasi utang pemerintah daerah 

 

Pada tanggal 15 Mei 2022, CV Indah digunakan jasanya untuk mendekor 
ulang ruang rapat pendopo Pemerintah Kota M sebesar Rp.20.000.000,-. 
Rencananya fee akan dibayar pada 25 Mei 2022. 
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Transaksi tersebut harus dicatat di SKPD karena berhubungan 

dengan beban barang dan jasa. 

 

13.11 Laporan keuangan sebagai luaran siklus akuntansi 

Menurut PSAP nomor 1, paragraf 14, komponen laporan keuangan 

pemerintah daerah terdiri dari gabungan pelaporan keuangan dan 

anggaran. Luaran siklus akuntansi instansi pemerintah daerah terdiri dari 

laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran 

lebih (perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus 

kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan (CaLK). 

Bentuk laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dapat 

dilihat pada lampiran Lampiran PP nomor 71 tahun 2010. Perbedaan 

anggaran dan realisasi pada LRA diungkapkan dan dijelaskan sebabnya 

pada CaLK. Konversi yang dilakukan karena perbedaan klasifikasi belanja 

juga harus diungkapkan pada CaLK. Selisih lebih antara realisasi 

penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan disebut 

SiLPA (Sisa Lebih Pembayaran), sedangkan selisih kurang disebut SiKPA 

(Sisa Kurang Pembayaran).  
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GLOSARIUM 

PPKD Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang bertugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 

SKPD Satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, 
staf-staf ahli, sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, inspektorat 
daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung 
kepada kepala daerah, kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang 
setingkat), dan kelurahan atau desa (atau satuan lainnya yang setingkat). 



162 A k u n t a n s i  K e u a n g a n  L a n j u t a n  

DAFTAR ISI 

13 Akuntansi Keuangan Sektor Publik .............................................. 147 

13.1 Pendahuluan .......................................................................... 148 

13.2 Akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah ................... 149 

13.3 Akuntansi belanja dan beban pada pemerintah daerah ........ 150 

13.4 Akuntansi pembiayaan pada pemerintah daerah................... 152 

13.5 Akuntansi persediaan pada pemerintah daerah .................... 153 

13.6 Akuntansi investasi pada pemerintah daerah ........................ 154 

13.7 Akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah ...................... 155 

13.8 Akuntansi dana cadangan pada pemerintah daerah ............. 156 

13.9 Akuntansi untuk aset lainnya pada pemerintah daerah ......... 158 

13.10 Akuntansi kewajiban pada pemerintah daerah ...................... 158 

13.11 Laporan keuangan sebagai luaran siklus akuntansi .............. 159 

  

DAFTAR GAMBAR 

No table of figures entries found. 

DAFTAR TABEL 

Tabel 13.1 Klasifikasi pendapatan pemerintah daerah ......................... 149 

Tabel 13.2 Klasifikasi belanja dan beban pemerintah daerah ............... 151 

Tabel 13.3 Macam-macam pembiayaan pada pemerintah daerah ....... 153 

Tabel 13.4 Jenis aset tetap dan biaya perolehan .................................. 156 

Tabel 13.5 Klasifikasi dan cara mengukur aset lainnya pemerintah 
daerah .................................................................................................... 157 

Tabel 13.6 Klasifikasi utang pemerintah daerah ................................... 158 

 

 

 

 


